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Jalan Kemakmuran 97762 09242623614
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Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Pencabutan Per moh@ﬂ% lE?EQTSaa'I @ﬁé# Lélgyé'r!g% Pajak Pratama Tobelo

No. SK :

Per syar atan

1. Surat permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditandatangani
oleh Wajib Pajak;

2. Surat kuasa khusus dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. -

2. Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4

. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan

pencabutan;

v

pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;

6. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani
bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP sebelum diterbitkan surat

keputusan.

Biaya/ Tarif

| Tidak dipungut biaya
I Produk Pelayanan
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Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
1. Surat Permohonan Pengagiiid Tiak deRentdy PIx@AEA P8 Idibestan sersbalyajib Pajak

dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan
menghentikan proses Penelitian Pengurangan -penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP &
pasal 19 UU PBB).

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itien@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4, Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit

kerja lainnya.
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